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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBENTUK DAN
MENGUSULKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Oleh:
SANDI TRI PUTRA
502021326

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri
dari wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum tanpa
terpengaruh oleh peran partai politik, salah satu lembaga negara yang dibentuk
untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang daerah untuk berpartisipasi
dalam kebijakan tingkat nasional, terutama yang berkaitan dengan masalah
kepentingan daerah. DPD memiliki status yang sama dengan DPR sebagai
lembaga perwakilan rakyat, namun DPD hanya mengusulkan rancangan undang-
undang, sedangkan DPR berposisi sebagai lembaga utama dalam membentuk
undang-undang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah: 1. Apakah
dasar hak dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan usul
inisiatif rancangan undang-undang? 2. Bagaimanakah mekanisme Dewan
Perwakilan Daerah dalam Mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? metode yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis data yang digunakan
data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di dalam UUD 1945
Pasal 22D ayat (1) DPD memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-
undang kepada DPR. Usulan tersebut berkaitan dengan masalah otonomi daerah,
hubungan antara pusat dan daerah, pembuatan serta sumber daya ekonomi
lainnya,serta hal-hal yang berhubungan dengan keseimbangan keuangan antara
pusat dan daerah. Wewenang DPD masih sangat terbatas hanya mengajukan RUU
berbeda dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang, mekanismenya
melibatkan beberapa tahapan yang memastikan adanya kordinasi antara kedua
lembaga legislatif ini. DPD memiliki kewenangan mengusulkan RUU dan DPR
menjadi faktor penentu bagi keberhasilan RUU yang di usulkan oleh DPD,
berdasarkan penelitian diatas diperlukan penguatan posisi konstitusional dan
kelembagaan DPD agar perannya dalam proses legislasi dapat lebih efektif dan
bermakna dalam mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Rancangan Undang-Undang,

Kewenangan
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ABSTRACT
A JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE AUTHORITY OF THE
REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL IN INITIATING AND
PROPOSING DRAFT LAWS

By:
SANDI TRI PUTRA
502021326

The Regional Representative Council is a representative body composed of
provincial delegates elected through general elections, independent of political
party influence. It is one of the state institutions established to provide regional
representatives with the opportunity to participate in national policymaking,
particularly in matters concerning regional interests. While DPD holds equal
status with the House of Representatives as a representative institution, its
legislative function is limited to proposing draft laws, whereas DPR holds the
primary authority in enacting legislation. his study addresses two main issues: 1.
What is the legal basis and authority of the Regional Representative Council in
submitting draft laws on its own initiative? 2.What is the mechanism by which the
DPD submits draft legislation to the House of Representatives of the Republic of
Indonesia? The method used in this research is normative juridical, relying on
secondary data obtained through literature review and legal documents. The
findings show that Article 22D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia grants the DPD the right to propose bills to the DPR. These
proposals are limited to matters of regional autonomy, the relationship between
central and regional governments, regional formation, and the management of
natural and economic resources, including fiscal balance between central and
local governments. However, DPD's authority remains limited to initiating
legislation, in contrast to DPR's role as the main legislative body. The mechanism
of submitting draft laws involves several stages designed to ensure coordination
between both legislative institutions. Although DPD has the authority to propose
bills, the success of these proposals largely depends on the willingness of DPR to
deliberate and enact them. Based on this study, it is evident that strengthening the
constitutional position and institutional capacity of the DPD is necessary in order
to make its role in the legislative process more effective and meaningful in
representing regional interests at the national level.

Keywords: DPD, RUU, Authority
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

DPD adalah lembaga negara yang memiliki status yang sama dengan DPR
sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Daerah juga
merupakan lembaga perwakilan daerah, yang terdiri dari wakil daerah provinsi
yang dipilih melalui pemilihan umum tanpa terpengaruh oleh peran partai
politik. Dewan Perwakilan Daerah, salah satu lembaga negara yang baru
dibentuk, didirikan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang daerah
untuk berpartisipasi dalam kebijakan tingkat nasional, terutama yang berkaitan
dengan masalah yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dewan Perwakilan
Daerah menjalankan berbagai tugas sebagai lembaga perwakilan daerah,

termasuk legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. *

Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah diselenggarakan
dengan menggunakan sistem distrik pemilihan dengan jumlah wakil rakyat
terbanyak. Sistem pemilu yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menggunakan sistem terbuka,

! Ni Kadek Riza Sartika Setiawati and Nyoman Mas Aryani, “Kewenangan DPD Dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” Fakultas Hukum
Universitas Udayana, Denpasar, 2011, hlm.1-5.



sedangkan Dewan Perwakilan Daerah masih tetap dengan menggunakan sistem
distrik pemilihan dengan banyak perwakilan.?

Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi dan kewenangan yang terkait
dengan pembentukan undang-undang. Kewenangan ini disebutkan dalam pasal
22D UUD 1945, yaitu:"dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat, ikut membahas rancangan undang-undang, dan
memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Daerah, mengenai
rancangan undang-undang tertentu”. Ketentuan UUD 1945 memerlukan
penjelasan lebih lanjut.

Selain ketentuan yang ada di dalam UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2003
menyatakan secara singkat bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat
mengajukan usul rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
untuk hal-hal yang disebutkan di dalam UUD 1945, dan Dewan Perwakilan
Rakyat mengundang Dewan Perwakilan Daerah untuk membahas usul tersebut
sesuai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan usul tersebut
dilakukan sebelum Dewan Perwakilan Rakyat membahas usul tersebut dengan
Pemerintah.’

Dewan Perwakilan Daerah adalah hasil dari kombinasi dua ide
demokratisasi dan upaya untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk mendukung
integrasi nasional. Gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam

kerangka sistem perundang-undangan Indonesia tidak terlepas dari gagasan

2 Siti Sarah and Sri Suatmiati, “General Election System in Indonesia Based on Law of
The Republic of Indonesia No. 7 of 2017, ” Jurnal Sosial Teknologi 2, no. 9 (2022): hlm.800-804.

% Novianto M Hantoro, “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan
Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012,” Negara Hukum:
Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 4, no. 2 (2016): him.197-213.



pembentukan struktur dua kamar parlemen atau bikameral. Struktur bikameral
ini diharapkan memungkinkan proses legislasi dilakukan dengan sistem double
check yang memungkinkan adanya distribusi relatif keterwakilan seluruh
masyarakat di seluruh lapisan sosial yang lebih luas. Dewan Perwakilan Rakyat
merupakan perwakilan politik, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah
mencerminkan kepentingan teritorial atau daerah.”

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif bersama
Dewan Perwakilan Rakyat telah mengubah susunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Sebagai lembaga perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah
mempunyai beberapa tugas antara lain legislasi, pemeriksaan, dan pengawasan.
Namun fungsi dan kewenangan yang ditetapkan pasca amandemen pasal 22D
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyulitkan
tercapainya maksud dan tujuan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah.
Ketentuan yang mengatur fungsi legislatif Dewan Perwakilan Daerah juga
melemah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau
dikenal dengan UU MD3. Semula keberadaan Dewan Perwakilan Daerah
merupakan gagasan upaya menata kembali parlemen Indonesia menjadi sistem
bikameral. Namun, bikameralisme mempunyai ketidakpastian hukum. Hal ini
menimbulkan pertanyaan terhadap posisi Dewan Perwakilan Daerah. Posisinya
di lembaga legislatif tidak mencerminkan prinsip checks and balances.
Faktanya, tidak hanya Dewan Perwakilan Rakyat tetapi Dewan Perwakilan

Daerah juga merupakan lembaga negara dengan legitimasi sangat kuat yang

* Mugsit Rafif Gani, “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistim Perwakilan
di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018,” Lex Administratum 8, no. 3 (2020),
hlm.178-189.



dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, dalam kitab undang-undang NRI
Tahun 1945 disebutkan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi di
dalam pasal 20 A ayat 1, berbanding balik dengan Dewan Perwakilan Daerah
tidak memiliki fungsi legislasi secara penuh.®
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab VII A. Hanya
ada dua ketentuan dalam bab ini yang mengatur tentang Dewan Perwakilan
Daerah. Pertama, pasal 22 C terdiri atas empat ayat, dan kedua, pasal 22 D
terdiri atas empat ayat. Hak DPD diatur dalam pasal 22 D. Berdasarkan pasal
22 D, hak Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas tiga hal:
a.) Mengajukan kepada Dewan Pewakilan Rakyat rancangan undang-
undang
b.) Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah
c.) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.®
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan proses
pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2)
undang-undang dasar 1945 serta penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi
melalui putusannya no0.92/PUU-X/2012 dan putusan MK No.79/PUU-

X11/2014. lalah sebagai berikut:

® Muhammad Farhan and Mustakim Mustakim, “Pengaturan Kewenangan Dewan
Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” National Journal of Law 4, no.
1 (2021): him. 413-429.

® Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah and Ahmad Rosidi Advokat, “Kajian Hukum
Dan Keadilan 282 lus Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Authority of The House of
Representatives In The State System Republic of Indonesia Under The Constitution of The
Republic of Indonesia Year 1945,” (2015), him.282-298.



1.) Mengajukan kepada rancangan undang-undang (bukan usul rancangan
undang-undang), otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2.) Berpartisipasi dalam membahas rancangan undang-undang, otonomi
daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah.

3.) Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas
rancangan undang-undang terkait dengan, agama, pendidikan, dan

pajak.’

Agar tercapainya suatu negara demokrasi dengan sistem bikameral
menggunakan check and balances yang tepat, telah berbagai upaya yang
dilakukan untuk menyamakan kedudukan antara Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Daerah. Diterbitkanlah putusan Mahkamah Konstitusi
No. 92/PUU-X/2012 pada 27 Maret2013, putusan MK ini merupakan putusan
pada pengujian Undang-undang No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UUMD3) dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang No. 12/2011 tentang

" Adventus Toding, “DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan
Versus Penguatan DPD in the Structure of The Parliament of Indonesia: The Discourse of
Destruction versus Reinforcement,”( 2017), hlm.295-314.



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) terhadap Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2

Terbatasnya ruang lingkup fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah
membuat keberadaannya sebagai lembaga negara berada di bawah Dewan
Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan
Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan undang-undang dasar 1945 tidak
berjalan karena Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai “empowering
instrument”. Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kekuasaan legislatif yang
terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 22D ayat (1) undang-undang dasar
1945. Dewan Perwakilan Rakyat berposisi sebagai lembaga utama dalam
membentuk undang-undang (wetgever) dan presiden berposisi sebagai
(medewetgever), meskipun Dewan Perwakilan Daerah menjalankan fungsi
legislasi berdasarkan pasal 22D ayat (1) undang-undang dasar 1945 Dewan
Perwakilan Daerah tidak mempunyai status sebagai wetgever atau
medewetgever, sebab Dewan Perwakilan Daerah hanya sebatas mengajukan
usulan rancangan undang-undang dan tidak sampai ke bidang pembentukan.’

Secara umum, meskipun Dewan Perwakilan Daerah memainkan peran
penting sebagai wakil daerah dalam proses legislasi, kewenangannya yang
terbatas membuatnya lebih berfungsi sebagai lembaga pendukung dari pada
sebagai pengambil keputusan setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk

meningkatkan efektivitasnya, diperlukan perubahan dalam regulasi yang

® Grasica Junear Putrie, “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem
Ketatanegaraan Di Indonesia,” vol. 11,2022, hlm.62-75.

° Salmon E.M. Nirahua, “Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum 18 (2011): hlm.585-603.



mengatur kewenangan Dewan Perwakilan Daerah agar dapat berfungsi lebih

optimal sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

B. Rumusan Masalah
1. Apakah dasar hak dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam
mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang?
2. Bagaimanakah mekanisme Dewan Perwakilan Daerah dalam
mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Pada proposal ini ruang lingkup penelitian di titik beratkan pada
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam membentuk dan mengusulkan
rancangan undang-undang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan

beberapa peraturan tambahan.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
Tujuan penulis meneliti penelitian ini sebagai berikut:
1.Mengidentifikasi kemampuan Dewan Perwakilan Daerah dalam
mengusulkan rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi
daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan atau pemekaran
daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan

antara pusat dan daerah.



2. Memahami praktik legislatif Dewan Perwakilan Daerah dalam konteks
sistem Kketatanegaraan Republik Indonesia, termasuk analisis tentang
pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang
legislasi.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan
teoritis yang kokoh bagi kajian lanjutan terkait dinamika peran Dewan
Perwakilan Daerah dalam sistem politik Indonesia serta memperkaya
literatur mengenai peran lembaga legislatif daerah dalam mengadvokasi
kepentingan konstituen di tingkat nasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Dewan Perwakilan Daerah
untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya dalam penyusunan
rancangan undang-undang, sehingga lebih efektif dalam memperjuangkan

aspirasi daerah.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
dalam pembentukan dan pengusulan rancangan undang-undang adalah suatu
struktur yang secara sistematis menggambarkan aspek-aspek penting yang

berkaitan dengan peran dan fungsi DPD dalam proses legislasi. Kerangka ini



berfungsi untuk memahami dan menganalisis berbagai dimensi kewenangan

DPD, serta konteks hukum dan politik yang mempengaruhi implementasinya.
a.) Kewenangan
Kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-
undang atau melalui kekuasaan eksekutif administrasi. Dalam konteks
hukum, wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan efek hukum.
Bevoegheid dapat dijelaskan sebagai keseluruhan dari kekuasaan
administratif yang dimiliki oleh subjek hukum publik dalam hubungan
hukum publik, di mana wewenang mencakup seluruh aturan yang
mengatur perolehan dan penggunaan kekuasaan pemerintah oleh entitas
hukum publik.*
b.) Dewan Perwakilan Daerah
DPD, atau Dewan Perwakilan Daerah, adalah salah satu lembaga legislatif
yang berfungsi di tingkat nasional di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah
dibentuk untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan daerah dalam
kerangka pemerintahan yang lebih luas. Keberadaan Dewan Perwakilan
Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misi utama Dewan Perwakilan
Daerah adalah menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah agar dapat
diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dalam proses pengambilan

keputusan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan

19 paisol Burlian, Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang, 2014, hlm.20-
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umum oleh masyarakat di daerah mereka, dengan setiap provinsi diwakili
oleh empat orang anggota. Dewan Perwakilan Daerah juga menjalin kerja
sama yang erat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.™

c.) Membentuk rancangan undang-undang

Membentuk rancangan undang-undang merupakan proses yang terstruktur
dan melibatkan beberapa tahapan penting dalam sistem perundang-
undangan indonesia. Proses ini diatur dalam undang-undang nomor 12
tahun 2011 tentang pembentukan peraturan hukum, yang menjelaskan
langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan undang-undang
yang sah. rancangan undang-undang (RUU) merupakan dokumen resmi
yang berisi usulan untuk membuat undang-undang baru atau mengubah
undang-undang yang sudah ada. RUU dapat diajukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau
Presiden.?

d.) Mengusulkan Rancangan Undang-Undang

Mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) merupakan langkah awal
dalam proses legislasi untuk menetapkan atau merubah peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Proses ini diatur dalam undang-undang
nomor 12 Tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-

undangan, yang menjelaskan tentang bagaimana rancangan undang-

Y Janedjri M. Gaffar dkk, Dewan Perwakilan Daerah: Dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia, 2003, hlm.32.

2 Dermina Dalimunthe, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Al-Maqasid 4
(2018): hlm.59-75.
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undang diusulkan dan diproses hingga menjadi undang-undang yang sah.

Dapat

dikatakan

mengusulkan

rancangan

undang-undang adalah

menyampaikan ide atau usulan untuk membuat undang-undang baru atau

merevisi undang-undang yang telah ada sebelumnya.™

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tinjauan penelitian adalah koleksi dari penelitian sebelumnya yang dibuat

oleh orang lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Para peneliti harus

belajar dari peneliti lain, untuk menghindari penggandaan dan pengulangan

yang sama yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berikut ini adalah contoh penelitian yang menjadi bahan referensi:

No | Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian
1. | Grasica Junear | KEDUDUKAN  DEWAN | Tidak maksimalnya
Putrie Jamil PERWAKILAN DAERAH | kewenangan Dewan

DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN DI

INDONESIA

Perwakilan Daerah dalam
membuat produk legislasi
membuat Dewan
Perwakilan Daerah hanya
seperti lembaga
penunjang, pada
kenyataannya jika Dewan

Perwakilan Daerah bisa

1B Aziz Syamsuddin, Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, 2013, hlm.9-17.
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bekerja dengan
semaksimalnya maka bisa
dijadikan momentum
untuk menambah kekuatan
Dewan Perwakilan Daerah
di dalam sistem
ketatanegaraan indonesia.
Penulis berharap

kedepannya agar Dewan

Perwakilan Daerah
diperkuat lagi  dengan
melakukan purifikasi
struktur parlemen yang

berdasarkan atas kekuatan
bikeralisme.Demi
mengimplikasikan  pada

proses pembuatan undang-

Novianto

Hantoro

M.

KEWENANGAN DEWAN

PERWAKILAN DAERAH

DALAM PEMBENTUKAN

UNDANG-UNDANG

PASCA PUTUSAN

undang.

Menafsirkan Dewan
Perwakilan Daerah
memiliki kewenangan
membahas proglegnas,

memiliki status yang sama

dengan presiden dalam

mengajukan rancangan
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MAHKAMAH

KONSTITUSI

92/PUU-X/2012

NOMOR

undang-undang ke Dewan
Perwakilan Rakyat. Meski
demikian Dewan
Perwakilan Daerah tidak
setara dengan Dewan
Perwakilan Rakyat karena
permohonan  persetujuan
rancangan undang-undang
dan memberikan
kewenangan lebih dari
sekedar memberikan
pertimbangan terhadap
RUU APBN di tolak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang

berfokus membahas ajaran-ajaran atau dasar-dasar di dalam ilmu hukum yang

berlaku. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji

kewenangan DPD dalam membentuk dan mengusulkan rancangan undang-

undang, yang merupakan bagian dari norma hukum di Indonesia. *

2. Sumber Data

a.) Bahan Hukum Sekunder

1% 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 2009, him.17.
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Pengumpulan data secara khusus yang didapatkan dari berbagai macam

refrensi meliputi buku buku, artikel hukum, jurnal hukum, dokumen, karya

penelitian dan literatur literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b.) Bahan Hukum Primer, meliputi:

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah (UUMD3) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (UUP3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

5.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menyatakan
bahwa norma Undang-Undang yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) dalam penyusunan Proglegnas telah mengurangi
kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945.

c.) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap terhadap

bahan hukum premier dan sekunder seperti kamus hukum, internet, dan

sebagainya sesuai dengan pembahasan penelitian ini.
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3. Metode Pengumpulan Data
a.) Studi Pustaka
Melakukan studi pustaka pada umumnya adalah langkah awalan dalam
penelitian dengan cara menelusuri jurnal,buku-buku dan dokumen
pendukung lainnya untuk memahami landasan teori dan dasar hukum
terkait kewenanangan Dewan Perwakilan Daerah.
4. Analisis Data
Pengumpulan data dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelola
dan menganalisis norma dan prinsip hukum untuk menjawab rumusan masalah,
dalam penelitian ini peneliti mengkaji data tentang topik penelitian sedalam
mungkin.
H. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan kemudahan terkait penelitian ini, maka penulis
menjabarkan tiap-tiap bagian yang terbagi dalam sub-sub bagian dalam bentuk
sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, Adapun 4

(empat) bab yang disusun sistematika, sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan

masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan kerangka konsep.
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BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai analisis yuridis tentang kewenangan
dewan perwakilan daerah (DPD) dalam membentuk dan mengusulkan

rancangan undang-undang, metode Penelitian, sistematika, daftar pustaka.

BAB IIl PEMBAHASAN
Bab ini membahas dasar hak dan kewenangan DPD dalam mengajukan usul
inisiatif rancangan undang-undang, serta mekanisme DPD dalam mengajukan

rancangan undang-undang ke DPR RI.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang penutup yang merupakan hasil
akhir yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh penulis dan dalam bab ini, penulis juga memberikan saran-saran

berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diteliti.
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